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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan
perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik
secara agama maupun secara hukum. Al Qur’an, secara normatif banyak
menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk
mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status
perkawinan, Al Qur’an juga menyebut dalam surat An-Nisa (4): 21, bahwa
perkawinan sebaga mitsagan galidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh.
Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang
tertuang dalam bentuk ijab dan gabul.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam
sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang
berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam sgja,
melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun
Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.0. UU No 32
1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ( penjelasan pasal 1) juga
daam UU No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang
diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

pasal 5 dan 6.



Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek
yang paing banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia
dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain ( Anderson,1994 : 46).
Perkawinan adalah mitsagan ghalidan, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap
sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Alquran
dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun
pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab
dan qgabul. Kewagjiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi’i, Hanafi
dan Hanbali ( Yunus, 1996 : 18). Adapun syarat-sahnya nikah, menurut
Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighat
ijab gabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada
kegelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada
kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai
tidak sedang menderita penyakit kronis, adanyawali  ( Zuhaili, 1989 : 62).

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah di atas, tidak ada
penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat
keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan
pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada
pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab
fikh klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Di sisi lain, pada dasarnya Al Qur’an menganjurkan mencatatkan
tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad. Namun oleh mayoritas

fugaha hal tersebut hanya dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu



untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang sudah
diakadkan. Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan
karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan
seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu
penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan.
Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena
mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik.
Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah,
pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari
kesulitan di masa yang akan datang. Dalam Bab Il pasal 2 UU No 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan
berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilas Hukum
Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, ’Agar terjamin ketertiban perkawinan
bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Begitu juga dalam
pasad 6 (2) ditegaskan bahwa ”’Perkawinan yang dilakukan di luar
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”’.
Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan
masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa
proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing.
Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum
tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga
cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus

nikah siri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang



penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum sgja, tapi lebih kepada
faktor konsekuens pengamalan ibadah kepada Allah SWT.

Fenomena yang terjadi, Pencatatan nikah merupakan salah satu yang
harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah, ulil amri, yang dalam hal ini
mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim,
lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena
mengandung unsur ukhrawi yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi
tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama
terpenuhi. Dalam hal ini unsur duniawi, yaitu nikah dengan dicatatkan adalah
langkah kedua setel ah ketenangan batin didapatkan.

Dari sinilah kemudian kasus nikah siri atau nikah dibawah tangan
merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah siri adalah suatu pernikahan,
meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut
dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria
keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, gabul, dua orang mempelai, wali dan
dua orang saksi. Nikah siri masih sering dijadikan sebagai alternatif
mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim
yang secara psikologis, moril maupun materiil belum mempunyai kesiapan
untuk menikah secaraformal.

Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah, memunculkan imej
bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk

dilaksanakan, akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tanggapun



dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku.
Pada kenyataannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik
rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan
kaum perempuan.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan
yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat
perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum,
maka hal- hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa
diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan
nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan
anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwaian bagi anak
perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Problem-problem tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi
kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak
terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan
pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi
apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa
pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar
terjadinya kekerasan terhadap isteri.

Kekerasan terhadap isteri berasal dari banyak faktor yang pada
dasarnya mengarah kepada dominasi konsep partriarkhi dalam masyarakat.
Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang

menindas perempuan melalui institus sosid, politik dan ekonomi.



Kenyataannya adalah bahwa budaya patriarkhi mengejawantah dalam bentuk-
bentuk historis jenis apapun. Apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis
maupun sosialis ( Arivia, 2003 : 16).

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah siri
merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih
sering dijumpai. Praktik nikah siri tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan
masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi
menengah ke bawah sgja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan nasyarakat
terpelgjar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat
golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat
mapan. Tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis,
ulama bahkan para pejabat.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan
segaa reskonya masih juga dijadikan sebagai aternatif. Di kalangan
masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa
dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang
praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari
aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak
dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan
dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Terjadinya pernikahan siri ini juga memungkinkan timbulnya
kekerasan terhadap perempuan. Karena merasa sudah sah, seorang suami

bebas melakukan apa sgja terhadap isterinya, dan bila terjadi kekerasan atau



pelanggaran-pelanggaran yang merugikan isteri, si isteri tidak bisa menuntut,
sementara suami mempunyai kebebasan secara hukum. Bahkan bila suami
kemudian menikah lagi secara resmi dengan perempuan lain, isteri tidak bisa
berbuat apa-apa. Hal itu tentu sangat merugikan pihak perempuan. Ketika
perempuan merelakan dirinya dinikahi secara siri, otomatis dia menyerahkan
dirinya hidup tanpa perlindungan hukum, sedangkan pihak suami hampir tidak
mempunyai kerugian apapun.

Selain cacat dimata hukum, pernikahan siri juga cacat secara sosial.
Tidak semua masyarakat bisa memaklumi, karena latar belakang
dilangsungkannya pernikahan siri memunculkan pandangan negatif misal
anggapan hidup serumah tanpa ikatan yang resmi karena perselingkuhan,
poligami, tidak disetujui orang tua, terlanjur hamil dan sebagainya. Meskipun
secara riil yang melakukan pernikahan siri adalah sepasang laki-laki dan
perempuan, namun tak urung juga opini-opini tersebut ditujukan kepada
kaum perempuan. Anggapan masyarakat tentang isteri kedua, perempuan
simpanan, kehamilan tak diinginkan dan sebagainya adalah stereotip yang
seakan-akan hanya perempuanlah yang bersalah. Oleh karenanya, selama
masih ada jaminan hukum yang bisa memberi perlindungan kepada kaum
perempuan, kenapa tidak dimanfaatkan

Kaitanya dengan progdi PPKn Misalnya mata kuliyah hukum islam
memuat tentang perkawinan secara islam dan kemudian penulis tersebut

mengambil judul tentang faktor penyebab dan dampak negatif nikah siri.



Berdasar dari pemaparan di atas, penelitian ini menjadi penting
mengingat masih banyak perempuan yang merasa “nyaman’ berstatus sebagai
isteri dari proses pernikahan siri. Di sinilah sensitifitas gender belum
tersentuh, bahkan dari kaum perempuan sendiri. Dengan menggunakan
analisis gender dan pendekatan fenomenologi hukum, peneliti berusaha
mengungkap faktor yang mendasari dilangsungkannya nikah siri beserta

problem hukum yang menyertainya.

B. Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan ha — hal
sebagal berikut :
1. Faktor — faktor apa sgja yang melatarbel akangi terjadinya nikah Siri ?

2. Bagaimanadampak hukum dari pernikahan Siri bagi perempuan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor apa sgja yang melatar belakagi
terjadinyanikah siri?

2. Untuk mendiskripsikan dampak hukum dari pernikahan siri  bagi
perempuan?

Berdasar dari penelitian yang berperspektif perempuan, penelitian
ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuka ruang fikir perempuan,
bahwa dalam negara hukum seperti di Indonesia, nikah siri  bukanlah

alternatif terbaik untuk mengatasi problem prosedur perkawinan.



3. Manfaat Pendlitian

1. Memberi sumbagan pemikiran dan manfaat bagi perempuan yang
sudah melakukan nikah siri maupun yang belum melakukan nikah siri.

2. Menambah pengetahuan penulis tentang faktor-faktor penyebab dan
dampak negatif nikah siri bagi perempuan.

a. Bagi Penulis : Menerapkan implementasi secara langsung teori-teori
yang diperoleh di bangku kuliah dalam kenyataan di lapangan
berkaitan dengan penergpan mangemen sumber daya manusia
khususnya mengenai Nikah siri sendiri pada dasarnya adalah suatu
problem hukum, yang akibat hukumnya akan sangat berdampak pada
perempuan yang dinikahi.

b. Bagi Universitas Surakarta : Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai
sadlah satu pemikiran terkait dengan dinamika pengembangan
Perguruan Tinggi.

c. Bagi masyarakat pembaca : Hasil penditian ini akan memberikan
kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama

teori mang emen sumber daya manusia.
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D. Daftar Istilah

1. Faktor Penyebab Nikah Siri. Menurut Bisri (2004:34), Faktor

Penyebab Nikah siri yaitu:

a

Pernikahan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua
atau sebaliknya, paksaan dari orang tua.

Nikah diri yang terjadi karena perselingkuhan biasanya
memunculkan problem keluarga yang lebih rumit.

Pernikahan siri yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini identik
dengan perselingkuhan dan poligami.

Pernikahan siri sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum positif.
Bila dilakukan karena alasan beda agama.

Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang
tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan

nikah siri.

2. Perkawinan. Menurut Yunus (1996:18), Perkawinan adalah mitsagan

ghalidan, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah hila telah

memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

3. Dampak Negatif Nikah Siri. Menurut Halim (2003:23), Secara Sosial

yaitu:

a. Perempuan biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat

sekitar. Anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah akan
berdampak kepada berbagair macam prasangka negatif dari

masyarakat, yang ujung-ujungnya merendahkan perempuan.



b.
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Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, justru
dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum perempuan sudah
tidak diakui, ditambah dengan beban phikhis opini masyarakat
yang memposisikannya secara tidak adil.

Beban sosia tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa
anak. Seorang anak akan merasa tersish dari pergaulan bila

statusnya sebagai anak kandung mulai dipertanyakan.

4. Dampak Negatif Bagi Perempuan. Menurut UU No.23 Tahun 2004

tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara hukum yaitu:

a

Pihak isteri tidak di anggap sebagai isterinya yang sah.
Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum.
Pihak isteri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila
terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
Pihak isteri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi
perpisahan atau perceraian.
Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika
suami meninggal dunia.
Semua dampak hukum yang menjadi beban isteri di atas juga

berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan siri tersebut.



